
Lex Crimen Vol. X/No. 10/Sep/2021 

 

 
14 

PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 
UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN DI 

SIDANG PENGADILAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG 

NARKOTIKA1 
Oleh : Jelita Pai2 
Roy R.  Lembong3 
Harly S. Muaja4 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana kewenangan hakim 
dalam memeriksa perkara tindak pidana 
narkotika di pengadilan menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dan bagaimana pemeriksaan perkara 
tindak pidana narkotika di pengadilan. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Hakim berwenang 
meminta terdakwa membuktikan bahwa 
seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, 
suami, anak, dan setiap orang atau korporasi 
berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika. Hakim berkewenangan 
untuk mengingatkan saksi dan orang lain yang 
bersangkutan dengan perkara tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika untuk tidak 
menyebutkan nama dan alamat pelapor atau 
hal yang memberikan kemungkinan dapat 
diketahuinya identitas pelapor. 2. Tersangka 
atau terdakwa wajib membuktikan bahwa 
seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, 
suami, anak, dan setiap orang atau korporasi, 
baik benda bergerak maupun tidak bergerak, 
yang berwujud maupun tidak berwujud, yang 
ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam 
penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak 
dan setiap orang atau badan) berasal dari hasil 
tindak pidana atau bukan berasal dari hasil 
tindak pidana. 
Kata kunci: Pemeriksaan Tindak Pidana 
Narkotika, Pembuktian Di Sidang Pengadilan. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8. 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
mengadili. Pasal 1 angka 9. Mengadili adalah 
serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 
memeriksa dan memutus perkara pidana 
berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak 
memihak di sidang pengadilan dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undangundang 
ini.5 

Mencegah dan memberantas 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika yang sangat merugikan dan 
membahayakan kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan Presiden Republik Indonesia 
untuk melakukan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika.6 

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika I. Umum, Tindak pidana Narkotika 
tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang 
secara bersama-sama, bahkan merupakan satu 
sindikat yang terorganisasi dengan jaringan 
yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat 
rahasia baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Berdasarkan hal tersebut guna 
peningkatan upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu 
dilakukan pembaruan terhadap Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya 
kecenderungan yang semakin meningkat baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif dengan 
korban yang meluas, terutama di kalangan 
anak-anak, remaja, dan generasi muda pada 
umumnya. 

                                                           
5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 
6  Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika I. Umum. 
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Hakim sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman diharapkan dapat 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya 
dalam penyelesaian perkara tindak pidana 
narkotika. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
hakim wajib menjaga kemandirian peradilan 
dan tidak dipengaruhi campur tangan pihak-
pihak tertentu dalam urusan peradilan. Dalam 
melaksanakan kekuasaan kehakiman hakim 
mengadili menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bersikap 
diskriminatif atau tidak membeda-bedakan 
orang. Agar pengadilan dapat membantu 
penyelesaian perkara tindak pidana narkotika  
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  

Kewenangan hakim dalam memeriksa dan 
memutus perkara tindak pidana narkotika yang 
akan dibahas dalam penulisan ini diarahkan 
pada pemeriksaan harta kekayaan tersangka 
atau terdakwa pelaku tindak pidana narkotika 
apakah harta kekayaan yang dimiliki oleh 
pelaku, isteri atau suami, anak dan setiap orang 
atau badan usaha, diperoleh atau diduga dari 
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 
tersangka atau terdakwa atau tidak diperoleh 
dari tindak pidana narkotika. 

  
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kewenangan hakim dalam 
memeriksa perkara tindak pidana 
narkotika di pengadilan menurut 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika ? 

2. Bagaimanakah pemeriksaan perkara 
tindak pidana narkotika di pengadilan ? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum normatif, 
merupakan metode penelitian hukum yang 
digunaka untuk menyusun penulisan ini. Bahan-
bahan hukum yang digunakan diperoleh dari 
studi kepustakan dan terdiri dari bahan-bahan 
hukum primer, seperti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai narkotika 
dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti 
literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum 
yang membahas materi mengenai sesuai 

dengan materi penulisan ini serta bahan-bahan 
hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus 
hukum.  

 
PEMBAHASAN 
A.  Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa 

Perkara Tindak  Pidana Narkotika Di 
Pengadilan Menurut Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Pasal 98. Hakim berwenang 
meminta terdakwa membuktikan bahwa 
seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, 
suami, anak, dan setiap orang atau korporasi 
bukan berasal dari hasil tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
dilakukan terdakwa.  

Penjelasan Pasal 98. Berdasarkan ketentuan 
ini Hakim bebas untuk melaksanakan 
kewenangannya meminta terdakwa untuk 
membuktikan bahwa seluruh harta bendanya 
dan harta benda isteri atau suami, anak dan 
setiap orang atau badan bukan berasal dari 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
yang sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, maka terdakwa wajib membuktikan 
bahwa harta kekayaan dirinya dan keluarga 
atau setiap orang maupun badan usaha 
diperoleh dari tindak pidana narkotika atau 
tidak. Hal ini menunjukkan adanya sistem 
pembuktian terbalik dalam undang-undang ini, 
khusus untuk mengungkapkan harta kekayaan 
yang diperoleh terdakwa. 

Pembuktian terbalik, pembuktian terhadap 
ada tidaknya unsur-unsur kesalahan dalam 
kasus pidana merupakan beban dan tanggung 
jawab pelaku tindak pidana. Pembuktian 
terbalik yang seimbang dan terbatas, artinya 
terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan 
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 
korupsi dan wajib memberikan keterangan 
tentang seluruh harta bendanya dan harta 
benda istrinya atau suami, anak dan harta 
benda setiap orang atau korporasi yang diduga 
mempunyai hubungan dengan perkara yang 
bersangkutan dan penuntut umum tetap 
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berkewajiban untuk membuktikan 
dakwaannya.7 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, Pasal 99 ayat: 

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang 
lain yang bersangkutan dengan perkara 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika yang sedang dalam 
pemeriksaan, dilarang menyebutkan 
nama dan alamat pelapor atau hal yang 
memberikan kemungkinan dapat 
diketahuinya identitas pelapor.  

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim 
mengingatkan saksi dan orang lain yang 
bersangkutan dengan perkara tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika untuk tidak melakukan 
perbuatan yang dilarang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

Penjelasan Pasal 99. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
terhadap keselamatan pelapor yang 
memberikan keterangan mengenai suatu tindak 
pidana Narkotika, agar nama dan alamat 
pelapor tidak diketahui oleh tersangka, 
terdakwa, atau jaringannya pada tingkat 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Penegak hukum merupakan golongan 
panutan dalam masyarakat yang hendaknya 
mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, 
sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka 
harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan 
pengertian dari golongan sasaran, disamping 
mampu membawakan atau menjalankan 
peranan yang dapat diterima oleh mereka, 
kecuali  dari itu, maka golongan panutan harus 
dapat memanfaatkan unsur-unsur pola 
tradisional tertentu, sehingga menggairahkan 
partisipasi dari golongan sasaran atau 
masyarakat luas. Golongan panutan juga harus 
dapat memilih waktu dan lingkungan yang 
tepat di dalam memperkenalkan norma-norma 
atau kaidah-kaidah yang baru serta 
memberikan keteladanan.8 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, Pasal 100 ayat: 

                                                           
7 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya 
A., Op.Cit, hal. 223. 
8Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2010, hal. 34. 

(1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut 
umum, dan hakim yang memeriksa 
perkara tindak pidana Narkotika dan 
Prekursor Narkotika beserta 
keluarganya wajib diberi perlindungan 
oleh negara dari ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa, dan/atau 
hartanya, baik sebelum, selama 
maupun sesudah proses pemeriksaan 
perkara.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara perlindungan oleh negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 100 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “keluarganya” adalah orang yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis lurus 
ke atas atau ke bawah dan garis menyamping 
sampai derajat kesatu. 

Kemahnya perlindungan terhadap hakim 
akan memberikan pengaruh psikologis dan 
dapat mengakibatkan mereka mengalami 
hambatan selama melaksanakan tugas-tugas 
peradilan. Pemberian perlindungan tersebut 
sangat penting untuk menjamin kelancaran 
jalannya proses peradilan dan sekaligus 
memberikan rasa aman bagi hakim pada saat 
melaksanakan pekerjaannya dari segala bentuk 
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan 
keluarga atau hartanya.  

Hakim memiliki kedudukan dan peranan 
yang penting demi tegaknya negara hukum. 
Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang 
dianut dan wajib dihormati oleh penyandang 
profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. 
Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas 
dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan 
manusia, baik lahir maupun batin. Bagi 
manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau 
motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, 
baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu 
adalah sebagai berikut: 9 
1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka 

guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila demi 
terselenggaranya negara hukum Republik 
Indonesia. Di sini terkandung nilai 
kemerdekaan dan keadilan. 

                                                           
9 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika 
Profesi Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, hal 46-48.  
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2. Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban 
hakim untuk menyelenggarakan peradilan 
secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, 
agar keadilan tersebut dapat dijangkau 
semua orang. Dalam mengadili, hakim juga 
tidak boleh membeda-bedakan orang dan 
wajib menghormati asas praduga tak 
bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan 
ini tidak hanya dipertanggungjawabkan 
secara horizontal kepada sesama manusia, 
tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 

3. Hakim tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadili suatu perkara 
yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukumnya tidak ada atau kurang jelas. 
Apabila hakim melihat adanya kekosongan 
hukum karena tidak ada atau kurang 
jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, 
maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini 
dinamakan sebagai nilai keterbukaan. 

4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama 
dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini 
tampak dari persidangan yang berbentuk 
majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri 
dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan 
putusannya, para hakim ini melakukan 
musyawarah secara tertutup. 

5. Hakim harus senantiasa 
mempertanggungjawabkan segala sikap dan 
tindakannya. Secara vertikal berarti ia 
bertanggung jawab kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban 
secara horizontal berarti ditujukan terhadap 
sesama manusia, baik kepada lembaga 
peradilan yang lebih tinggi maupun kepada 
masyarakat luas.  
Profesi hakim sebagai salah satu bentuk 

profesi hukum sering digambarkan sebagai 
pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga 
digolongkan sebagai profesi luhur (officium 
nobile), yaitu profesi yang pada hakikatnya 
merupakan pelayanan pada manusia dan 
masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang 
pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah 
pokok sebagai berikut:10  

                                                           
10Wildan Suyuthi, “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim 
dalam Pandangan Agama,” dalam Pedoman Perilaku 
Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah 
Berkaitan, Mahkamah Agung RI, 2006, hal. 26-28. 

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, 
oleh karenanya, sifat “tanpa pamrih” 
menjadi ciri khas dalam mengembangkan 
profesi. 

2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan 
kepentingan pencari keadilan mengacu pada 
nilai-nilai luhur. 

3. Pengembanan profesi harus selalu 
berorientasi pada masyarakat sebagai 
keseluruhan. 

4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung 
secara sehat sehingga dapat menjamin mutu 
dan peningkatan mutu pengemban profesi. 
Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang 

secara fungsional merupakan pelaku utama 
dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, 
hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian 
khusus sekaligus memahami secara mendalam 
mengenai ruang lingkup tugas dan 
kewajibannya. Salah satu unsur yang 
membedakan profesi hakim dengan profesi 
lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta 
pendidikan bersifat khusus yang diterapkan 
bagi setiap orang yang akan mengemban 
profesi ini.11 
  
B. Pemeriksaan perkara tindak pidana 

narkotika untuk kepentingan pembuktian 
di sidang pengadilan 
Pemeriksaan perkara tindak pidana 

narkotika untuk kepentingan pembuktian di 
sidang pengadilan merupakan bagian yang 
sangat penting dalam proses peradilan pidana, 
karena melalui pembuktian akan dapat 
dipastikan terdakwa bersalah atau tidak 
bersalah dalam penyelesaian perkara tindak 
pidana narkotika. 

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem 
peradilan pidana bertujuan untuk:  

1. Mencegah masyarakat menjadi korban 
kejahatan;  

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang 
terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa 
keadilan telah ditegakkan dan yang 
bersalah di pidana;  

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah 
melakukan kejahatan tidak mengulangi 
lagi kejahatannya.12  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, mengatur 

                                                           
11 Ibid. 
12 Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Op.Cit, hal. 56. 
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mengenai Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan. 
Pasal 145 ayat: 

(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang 
pengadilan dilakukan secara sah, apabila 
disampaikan dengan surat panggilan 
kepada terdakwa di alamat tempat 
tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya 
tidak diketahui, disampaikan di tempat 
kediaman terakhir.  

(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat 
tinggalnya atau di tempat kediaman 
terakhir, surat panggilan disampaikan 
melalui kepala desa yang berdaerah hukum 
tempat tinggal terdakwa atau tempat 
kediaman terakhir.  

(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan 
surat panggilan disampaikan kepadanya 
melalui pejabat rumah tahanan negara.  

(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa 
sendiri ataupun oleh orang lain atau 
melalui orang lain, dilakukan dengan tanda 
penerimaan.  

(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat 
kediaman terakhir tidak dikenal, surat 
panggilan ditempelkan pada tempat 
pengumuman di gedung pengadilan yang 
berwenang mengadili perkaranya.13  

Pasal 146 ayat: 

(1) Penuntut umum menyampaikan surat 
panggilan kepada terdakwa yang memuat 
tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk 
perkara apa ia dipanggil yang harus sudah 
diterima oleh yang bersangkutan selambat-
lambatnya tiga hari sebelum sidang 
dimulai.  

(2) Penuntut umum menyampaikan surat 
panggilan kepada saksi yang memuat 
tanggal, hari serta jam sidang dan untuk 
perkara apa ia dipanggil yang harus sudah 
diterima oleh yang bersangkutan selambat-
lambatnya tiga hari sebelum sidang 
dimulai. 

Alat bukti ialah: “apa saja yang menurut 
undang-undang dapat dipakai untuk 
membuktikan sesuatu, maksudnya segala 
sesuatu yang menurut undang-undang dapat 

                                                           
13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

dipakai membuktikan benar atau tidaknya 
suatu tuduhan/gugatan”.14 

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya 
Terminologi Hukum Pidana, Alat bukti, 
(bewijsmiddel, evidence) (KUHAP: 184), ialah 
keterangan atau surat atau benda yang 
dipergunakan di sidang pengadilan untuk 
membuktikan bahwa delik benar terjadi dan 
terdakwa benar terbukti dan bersalah 
melakukannya. Tiap negara mempunyai 
susunan alat bukti berbeda, misalnya Thailand 
dan Amerika Serikat menyebut real evidence 
atau material evidence atau physical evidence 
yang di Indonesia sering disebut barang bukti. 
Sebagai alat bukti Belanda diikuti oleh 
Indonesia tidak menyebut barang bukti sebagai 
alat bukti, tetapi menjadi tanda keyakinan 
hakim. KUHAP Indonesia tahun 1981 menyebut 
petunjuk (aanwijzing) sebagai alat bukti yang 
sudah lama diganti di Belanda dengan 
pengamatan hakim sendiri (eigen waarneming 
van de rechter). Rancangan KUHAP Indonesia 
juga sudah mengganti dengan pengamatan 
hakim yang disebut di Amerika dengan judicial 
notice. Begitu juga dengan Undang-Undang 
Mahkamah Agung tahun 1950.15   

Alat bukti yang sah, (wettwlijk bewijsmiddel) 
(KUHAP: 184) ialah: “alat bukti yang diatur oleh 
undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan 
saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) 
petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.16 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 181 ayat: 

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan 
kepada terdakwa segala barang bukti dan 
menanyakan kepadanya apakah ia 
mengenal benda itu dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang 
ini.  

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh 
hakim ketua sidang kepada saksi.  

(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, 
hakim ketua sidang membacakan atau 
memperlihatkan surat atau berita acara 
kepada terdakwa atau saksi dan 

                                                           
14 Sudarsono, Op.Cit, hal. 28. 
15 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2008, hal. 8. 
16Ibid, hal. 8. 



Lex Crimen Vol. X/No. 10/Sep/2021 

 

19 

selanjutnya minta keterangan seperlunya 
tentang hal itu. 

Pasal 45 ayat: 
(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda 

yang dapat lekas rusak atau yang 
membahayakan, sehingga tidak mungkin 
untuk disimpan sampai putusan pengadilan 
terhadap perkara yang bersangkutan 
memperoleh kekuatan hukum tetap atau 
jika biaya penyimpanan benda tersebut 
akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin 
dengan persetujuan tersangka atau 
kuasanya dapat diambil tindakan sebagai 
berikut :  
a. apabila perkara masih ada ditangan 

penyidik atau penuntut umum, benda 
tersebut dapat dijual lelang atau dapat 
diamankan oleh penyidik atau penuntut 
umum, dengan disaksikan oleh 
tersangka atau kuasanya;  

b. apabila perkara sudah ada ditangan 
pengadilan, maka benda tersebut dapat 
diamankan atau dijual lelang oleh 
penuntut umum atas izin hakim yang 
menyidangkan perkaranya dan 
disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.  

(2)  Hasil pelelangan benda yang bersangkutan 
yang berupa uang dipakai sebagai barang 
bukti.  

(3)  Guna kepentingan pembuktian sedapat 
mungkin disisihkan sebagian dari benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau 
dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi 
kepentingan negara atau untuk 
dimusnahkan. 

Hukum pembuktian merupakan seperangkat 
kaidah hukum yang mengatur tentang 
pembuktian, yakni segala proses, dengan 
menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan 
dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur 
khusus guna mengetahu fakta-fakta yuridis di 
persidangan, sistem yang dianut dalam 
pembuktian, syarat-syarat dan tata cara 
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan 
hakim untuk menerima, menolak, dan menilai 
suatu pembuktian.17 

                                                           
17 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, 
Perdata dan Korupsi di Indonesia,  (Editor) Andriansyah, 
Cetakan 1,  Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 21 

Alfitra, mengatakan Pembuktian merupakan 
masalah yang memegang peranan dalam 
proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui 
pembuktian ditentukan nasib terdakwa. 
Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti 
yang ditentukan dengan undang-undang tidak 
cukup membuktikan kesalahan yang di 
dakwakan kepada terdakwa, terdakwa 
dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 
sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya 
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 
secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa 
diputus bebas”.18   

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat 
dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut 
dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan 
bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, 
yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP 
yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh kerena 
itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang 
menilai serta mempertimbangkan nilai 
pembuktian. Meneliti sampai di mana batas 
minimum kekuatan pembuktian atau bewijs 
kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam 
Pasal 184 KUHAP.19  

Sesuai dengan uraian-uraian materi 
mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana 
narkotika untuk kepentingan pembuktian di 
sidang pengadilan, maka dapat dipahami 
pentingnya alat bukti untuk memberikan 
keyakinan kepada hakim dalam memutus 
perkara tindak pidana narkotika. Sebagaimana 
telah diuraikan sistem pembuktian dalam 
pemeriksaan yang di pengadilan terhadap 
tindak pidana narkotika menggunakan sistem 
pembuktian negatif. Hakim dalam memeriksa 
dan memutus perkara harus memiliki keyakinan 
atas bukti-bukti yang sah menurut undang-
undang untuk menyatakan terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana narkotika dan 
menjatuhkan hukuman sesuai dengan 
perbuatan pidana terdakwa sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. 
 

                                                           
18 Ibid.  
19 Ibid. 
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PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Kewenangan hakim dalam memeriksa 
perkara tindak pidana narkotika di 
pengadilan menurut Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
yaitu hakim berwenang meminta 
terdakwa membuktikan bahwa seluruh 
harta kekayaan dan harta benda istri, 
suami, anak, dan setiap orang atau 
korporasi berasal dari hasil tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika yang 
dilakukan terdakwa atau bukan berasal 
dari hasil tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika. Hakim 
berkewenangan untuk mengingatkan 
saksi dan orang lain yang bersangkutan 
dengan perkara tindak pidana narkotika 
dan prekursor narkotika untuk tidak 
menyebutkan nama dan alamat pelapor 
atau hal yang memberikan kemungkinan 
dapat diketahuinya identitas pelapor. 
Hakim yang memeriksa perkara pecandu 
narkotika dapat memutus untuk 
memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika 
pecandu narkotika tersebut terbukti 
bersalah atau tidak terbukti melakukan 
tindak pidana narkotika.  

2. Pemeriksaan perkara tindak pidana 
narkotika untuk kepentingan pembuktian 
sesuai dengan kewenangan hakim di 
sidang pengadilan, maka dalam 
pembuktian perkara maka tersangka 
atau terdakwa wajib membuktikan 
bahwa seluruh harta kekayaan dan harta 
benda istri, suami, anak, dan setiap orang 
atau korporasi, baik benda bergerak 
maupun tidak bergerak, yang berwujud 
maupun tidak berwujud, yang ada dalam 
penguasaannya atau yang ada dalam 
penguasaan pihak lain (isteri atau suami, 
anak dan setiap orang atau badan) 
berasal dari hasil tindak pidana atau 
bukan berasal dari hasil tindak pidana. 

 
B. Saran 

1. Kewenangan hakim dalam memeriksa 
perkara tindak pidana narkotika di 
pengadilan menurut Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika, khusus untuk pemeriksaan 
harta kekayaan terdakwa, isteri atau 
suami, anak-anak, setiap orang atau 
badan usaha memerlukan ketelitian dan 
kecermatan hakim, karena pembuktian 
dilakukan oleh terdakwa. 

2. Pemeriksaan perkara tindak pidana 
narkotika di sidang pengadilan untuk 
kepentingan pembuktian terjadinya 
perkara pidana memerlukan ketelitian 
dan kecermatan hakim. Oleh karena itu 
perlu dukungan pendapat-pendapat ahli 
yang memahami bidang teknologi dan 
informasi elektronik, karena alat bukti 
elektronik diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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